
 

 
 

 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI  

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
 NOMOR  48     TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 58 

TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN PERAIRAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

Menimbang :    a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 
khususnya tarif jasa kepelabuhanan/jasa tambat 

kepada operator kapal maka terhadap Peraturan 
Bupati Kepulauan Meranti Nomor 58 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Kepelabuhanan dan Perairan, 
perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud  pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Kepulauan Meranti Nomor 58 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Kepelabuhan dan Perairan; 

Mengingat :    1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 84, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4739); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4849); 
 
 



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4849); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di 
Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4968); 

 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5052);  
 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-undang  Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5070); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5108); 

 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Menteri 
dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 



Hukum Dalam Daerah (Berita Negara Tahun 2018 

Nomor 157);  
 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti Nomor   Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 58 
TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN KEPELABUHANAN 

DAN PERAIRAN. 
 

Pasal I  
 

Ketentuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 

tentang Kepelayanan Kepelabuhanan dan Perairan (Berita Daerah 
Kabupaten Kepualauan Meranti Tahun 2018 Nomor 58) diubah, 

sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 7  
 
(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) 

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 

perekonomian. 
 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. 

 
(4) Tarif jasa tambat dihitung sekurang-kurangnya untuk 1/4 etmal (6 jam) dengan 

pembulatan sebagai berikut: 

a. pemakai tambat sampai dengan 6 jam dihitung 1/4 etmal; 

b. pemakaian tambat lebih dari 6 jam sampai dengan 12 jam 

dihitung 1/2 etmal; 

c. pemakaian tambat lebih dari 12 jam sampai dengan 18 jam 
dihitung 3/4 etmal; 

d. pemakaian tambat lebih dari 18 jam sampai dengan 24 jam 
dihitung 1 etmal. 

 
 

 
 
 



Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Ditetapkan di Selatpanjang 
pada tanggal     25 April 2022                            

 

                                                            BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 
 

                                                      TTD 

 

                               MUHAMMAD ADIL 
 

 
 

 
Diundangkan di Selatpanjang  

pada tanggal                                     

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 

 

 
 

TTD 
 
BAMBANG SUPRIANTO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 

NOMOR48





 


